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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html%20pada%2026%20Januari%202022
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2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234). 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141). 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang  Pencabutan Undang-

Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1908) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe 

Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4523) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang  Pencabutan Undang-

Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1908) 
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4284) juncto Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 

tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan 

Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4492) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang 

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan 

Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 

Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4550) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5051) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) 

Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485) 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata 

Tertib 

PUTUSAN PENGADILAN 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian 

Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,  

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal 

pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal pengujian 

UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK 

menjadi Undang-Undang. 

MAKALAH/PAPER SEMINAR NASIONAL 

Zainal Arifin Mochtar, “Urgensi Kegentingan Memaksa Perppu Cipta Kerja”, 

Makalah, Diskusi Publik, Constitutional Law Society Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada, 4 Maret 2023 

Satya Arinanto, “Menakar Konstitusionalitas Perpu Cipta Kerja dari 

perspektif Teori HTN Darurat”, Makalah, Webinar Nasional Kolegium 

Jurist Institute, Jakarta, 7 Januari 2023 

Pan Mohammad Faiz, “Sistem Pengujian PERPPU dan Dampaknya terhadap 

Perlindungan Warga Negara”, Makalah, Webinar LDC Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 20 Mei 2020 

Jimly Assshiddiqie. “Perkembangan Hukum Tata Negara Darurat di 

Indonesia”, Makalah, Kuliah Umum, Fakultas Hukum UI (Daring), 30 

April 2020  
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Susi Dwi Harijanti, “UU No.2 Tahun 2020: Celah Korupsi atau Penyelamat 

ekonomi ?”, Makalah, Progresif Talk Badan Eksekutif Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.  

Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal dan Pengembangan 

Hukum Indonesia”, Paper, Focus Group Discussion: Socio-Legal 

Reseacrh in the Future of Law Education in Indonesia Fakultas Hukum 

Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, 14 May 2013 

Asisten Deputi Menteri Bidang Perkembangan Persaingan Ekonomi Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, “Implementation of Regulatory 

Reforms to Improve The Investment Ecosystem and Business Activities 

In Indonesia”, Makalah, Jakarta 21 Februari 2023. 

Menteri Koordinator Republik Indonesia Bidang Perekonomian, Menteri 

Koordinator Republik Indonesia Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, “Keterangan Pers Sekretariat Presiden Republik Indonesia 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja “, Siaran Pers, Istana Kepresidenan Republik 

Indonesia, 30 Desember 2022 

Pan Mohammad Faiz, “Sistem Pengujian PERPPU dan Dampaknya terhadap 

Perlindungan Warga Negara”, Makalah, Webinar LDC Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 20 Mei 2020 

Padmo Wahhjono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan, 

Makalah, Forum Keadilan, 1991 

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang
Cipta Kerja
Aditya Halimawan, Herlambang Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 

 157 

Badan Pusat Statistik, “Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022”, 

Berita Resmi Statistik No.82/11/Th. XXV, 07 November 2022, 07 

November 2022 

Sri Mulyani, Economic Outlook 2023: Menjaga Momentum Ekonomi 

Indonesia Di Tengah Ketidakpastian, CNBC Indonesia, Jakarta, 28 
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